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Abstract

The regulation and supervision of State-Owned Enterprises (SOEs) in the perspective of State Administration
Law focuses on the application of good corporate governance principles, such as transparency, acconntability, and
professionalism. The main objective of this regulation is to ensure that SOEs are not only profit-oriented, but
also contribute to the service and welfare of the community in accordance with the constitutional mandate stated
in Article 33 of the 1945 Constitution. Supervision of SOEs includes the active role of relevant ministries and
effective internal supervision. This is done to ensure that SOE operations comply with applicable laws and
regulations and support national development. Through adaptive and substantial regulatory and supervisory
mechanisms, SOEs are expected to create a healthy and competitive business climate and provide maximum
benefits for the wider community.

Keywords: Regulation, Supervision, State-Owned Enterprises (SOEs), State Administrative Law
Perspective.

Abstrak

Pengaturan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Hukum
Administrasi Negara berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good
corporate governance), seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Tujuan utama
dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada
keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan mandat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pengawasan terhadap
BUMN mencakup peran aktif dari kementerian terkait dan pengawasan internal yang efektif.
Ini dilakukan untuk menjamin bahwa operasional BUMN sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku dan mendukung pembangunan nasional. Melalui mekanisme pengaturan dan
pengawasan yang adaptif dan substansial, BUMN diharapkan dapat menciptakan iklim usaha
yang sehat dan kompetitif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.
Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perspektif Hukum
Administrasi Negara.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memainkan peran penting dalam
perekonomian nasional. BUMN tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga
untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang melibatkan kepentingan hajat hidup orang banyak
(Harris, 2025).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entitas bisnis yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN beroperasi di berbagai sektor strategis, termasuk
energi, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan infrastruktur (Lopez, 2020). BUMN
didirikan dengan tujuan mendukung kebijakan ekonomi nasional, melayani kepentingan publik,
serta menyediakan barang dan jasa yang vital bagi masyarakat. Entitas ini diharapkan mampu
berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemandirian ekonomi, distribusi kesejahteraan yang lebih
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merata, dan pengembangan sektor-sektor industri yang memerlukan keterlibatan negara secara
langsung (Parker, 2025).

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dimulai sejak masa awal
kemerdekaan. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam
membangun ekonomi nasional dan menyejahterakan rakyatnya. Salah satu langkah yang diambil
adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial yang ditinggalkan oleh Belanda. Pada
periode 1957-1958, melalui kebijakan nasionalisasi, pemerintah mengambil alih ratusan
perusahaan Belanda yang beroperasi di berbagai sektor vital seperti perkebunan, pertambangan,
dan perbankan. Langkah ini menjadi fondasi pembentukan BUMN sebagai alat negara untuk
mengelola aset-aset strategis dan mendukung pembangunan ekonomi (Simamora, 2015).

Seiring berjalannya waktu, BUMN mengalami perkembangan yang signifikan dalam
struktur dan fungsinya. Pada era Orde Baru, pemerintah memperkuat peran BUMN dengan
melakukan berbagai upaya restrukturisasi dan ekspansi ke sektor-sektor baru, termasuk energi
dan telekomunikasi. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom menjadi pionir dalam
pembangunan infrastruktur yang kritikal bagi perekonomian (Richards, 2024). Pada masa
reformasi, pemerintah terus mendorong efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan
BUMN, membuka ruang bagi kolaborasi dengan sektor swasta dan memperkenalkan praktik
tata kelola yang baik (good corporate governance). Transformasi dan modernisasi BUMN
berlanjut hingga saat ini, dengan fokus pada peningkatan daya saing, inovasi, dan ekspansi ke
pasar internasional (Foster, 2020).

Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. Pertama, BUMN
berkontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui dividen dan pajak yang
disetorkan ke kas negara. Kedua, sebagai penggerak utama sektor-sektor strategis, BUMN
memastikan tersedianya infrastruktur dasar dan layanan umum yang diperlukan untuk
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ketiga, BUMN juga memiliki peran penting dalam
stabilisasi ekonomi, terutama dalam situasi krisis, dengan menjalankan fungsi-fungsi intervensi
yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan perekonomian nasional
(Tjandraningsih, 2014). Keberadaan BUMN yang kuat dan sehat secara korporasi adalah kunci
bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta berperan dalam menjaga
kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan BUMN harus
dilakukan dengan sangat cermat dan akuntabel demi kepentingan publik. Hal tersebut menjadi
semakin relevan dalam konteks Hukum Administrasi Negara yang mengatur interaksi antara
negara dan badan usaha public (Yahya, 2011).

BUMN di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan
landasan bagi pendirian, pengelolaan, serta pengawasan BUMN. Salah satu masalah krusial yang
sering mencuat adalah bagaimana pelaksanaan pengaturan ini diterapkan secara konsisten dan
efektif. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai ketimpangan dan inefisiensi yang
memunculkan berbagai permasalahan, seperti penurunan kinerja finansial, dugaan korupsi,
hingga praktik tata kelola yang kurang baik (Kurniawan, 2012).

Pengawasan terhadap BUMN dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), Dewan Komisaris, serta Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Kendati pengawasan ini telah mengalami berbagai perbaikan, tetap saja terdapat celah
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dan tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, independensi dan efektivitas Dewan Komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan sering menjadi sorotan, begitu pula dengan transparansi
dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan operasional BUMN (Asshiddigie, 20006).

Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, pengaturan dan pengawasan BUMN
tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus operasional. Ini berarti peraturan yang ada harus
dapat diterapkan secara efektif di lapangan, dengan mekanisme pengawasan yang mampu
menjamin kepatuhan BUMN terhadap prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan
nilai-nilai hukum administrasi (Mertokusumo, 2009).

Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini meneliti lebih jauh tentang pengaturan
BUMN menurut Hukum Administrasi Negara dan mekanisme pengawasan BUMN dalam
perspektif Hukum Administrasi Negara.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur
yang digunakan dalam studi mengenai "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" melibatkan pencarian, pengumpulan,
dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik tersebut. Proses dimulai dengan
mengidentifikasi kata kunci seperti BUMN, hukum administrasi negara, regulasi, dan
pengawasan (Creswell, 2013); (Kitchenham, 2004). Sumber informasi yang digunakan meliputi
jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan publikasi dari
lembaga penelitian. Setiap sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan
kredibilitasnya. Setelah mengumpulkan literatur yang sesuai, dilakukan analisis mendalam untuk
mengidentifikasi pola, prinsip hukum, kebijakan pengaturan, serta mekanisme pengawasan yang
ada. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang
mendalam dan komprehensif mengenai pengaturan dan pengawasan BUMN dari sudut
pandang hukum administrasi negara, serta menyusun rekomendasi yang berbasis bukti untuk
peningkatan tata kelola BUMN (Snyder, 2019).

Pengaturan BUMN Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memiliki dasar hukum
yang kokoh. Pembentukan dan operasionalisast BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini menetapkan bahwa
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Pengaturan ini juga dipertegas dalam berbagai peraturan pemerintah dan keputusan presiden
yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan BUMN
(Harahap, 2005).

Secara administratif, BUMN dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(Kementerian BUMN). Sebagai wakil pemerintah, Kementerian BUMN memiliki kewenangan
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penuh untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi kinerja
BUMN. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut mengacu pada tujuan nasional
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembinaan dan pengembangan BUMN diharapkan
dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian negara, termasuk dalam hal
penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan public (Davidson, 2023).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, BUMN dapat berbentuk Perusahaan
Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Fokus
utamanya adalah mencari keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, Perum
adalah BUMN vyang lebih difokuskan pada pelayanan publik dengan tetap memperhitungkan
prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Perum melayani kepentingan umum, yaitu memberi
layanan yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan tarif yang terjangkau (Underwood, 2022).

Pengawasan terhadap BUMN dilakukan oleh beberapa lembaga negara untuk
memastikan akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan internal dijalankan oleh Dewan
Komisaris atau Dewan Pengawas yang diangkat oleh Pemegang Saham, yaitu negara. Dalam
kerja operasionalnya, baik Persero maupun Perum harus tunduk pada regulasi yang ada,
termasuk laporan tahunan dan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik.
Sementara itu, pengawasan cksternal dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penggunaan
dana negara secara efisien dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Stewart,
2020).

Dalam perspektif administrasi negara, restrukturisasi dan privatisasi merupakan
instrumen penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMN. Kementerian BUMN,
dengan dukungan peraturan perundang-undangan, memiliki wewenang untuk melakukan
restrukturisasi terhadap BUMN vyang dianggap tidak efisien atau tidak mampu memberikan
kontribusi optimal. Langkah ini dapat berupa konsolidasi, pemisahan unit usaha, atau
pengurangan tenaga kerja. Selain itu, privatisasi juga menjadi salah satu kebijakan strategis, di
mana sebagian saham BUMN dapat dijual kepada publik atau investor swasta untuk menggalang
dana segar dan meningkatkan profesionalisme manajemen (Alimirzaei, 2020).

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMN adalah titik berat dari
reformasi administrasi negara dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Prinsip-prinsip GCG
yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness diwajibkan
untuk diterapkan dalam manajemen BUMN. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kepercayaan dari pemegang kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan mitra kerja.
Implementasi GCG diharapkan mampu mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
berpotensi merugikan negara (Victor, 2023).

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN diterapkan melalui
laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. BUMN wajib mempublikasikan
laporan tahunan yang diaudit oleh auditor independen. Informasi yang disampaikan harus
mencakup kinerja keuangan, operasional, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Keterbukaan informasi ini memungkinkan pemantauan oleh berbagai pihak
termasuk masyarakat luas, sehingga dapat menekan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang (Johnson, 2022).
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Sebagai pemegang saham mayoritas atau tunggal dalam BUMN, negara memiliki hak
dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Negara berhak
mengendalikan dan menentukan arah kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Selain itu, negara berkewajiban untuk menyuntikkan modal dan mendukung
operasional BUMN guna memastikan perusahaan tersebut dapat berfungsi secara optimal dan
melayani kepentingan publik. Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil
selaras dengan cita-cita pembangunan ekonomis secara menyeluruh (Bedner, 2013).

Selain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan yudikatif juga memainkan peran penting
dalam pengaturan dan pengawasan BUMN. DPR memiliki fungsi pengawasan melalui hak
budget dan hak pengawasan lainnya untuk memantau penggunaan dana publik oleh BUMN.
Sementara itu, lembaga yudikatif, melalui peradilan, bertugas menegakkan hukum dan keadilan
termasuk dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan BUMN, baik dari aspek perdata, pidana,
maupun tata usaha negara. Kolaborasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini
diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik dan memberikan kontribusi positif terhadap
perekonomian nasional.

Mekanisme Pengawasan BUMN Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, mekanisme pengawasan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin tata kelola yang
baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas BUMN dilakukan
untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh manajemen BUMN
sesuai dengan regulasi yang berlaku, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tujuan
pembentukan BUMN itu sendiri (Widianto, 2017).

Pengawasan BUMN di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk
Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Komisaris BUMN.
Kementerian BUMN berperan sebagai kuasa pemilik modal negara yang juga bertindak sebagai
regulator. Selain itu, Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan,
pedoman, dan instruksi kepada jajaran BUMN dalam rangka menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik (Ridwan, 2009).

BPK sebagai lembaga negara yang independen memiliki fungsi untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN. Pemeriksaan oleh BPK tidak
hanya dilakukan terhadap laporan keuangan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kinerja dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK kemudian
disampaikan kepada DPR dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti (Busro, 2018).

Dewan Komisaris BUMN juga memegang peran signifikan dalam mekanisme
pengawasan. Dewan ini bertugas untuk melakukan pengawasan secara internal terhadap
kebijakan dan pelaksanaan manajemen BUMN. Dalam hal ini, Dewan Komisaris melibatkan
komite-komite seperti Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang membantu dalam
melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efektif (Abdurrahman, 2010).

Regulasi dan kebijakan yang kuat diperlukan untuk memperkuat mekanisme
pengawasan ini. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta berbagai peraturan
pemerintah dan keputusan menteri terkait memberikan landasan hukum yang jelas untuk
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pelaksanaan pengawasan. Implementasi dari regulasi yang ada memerlukan kerjasama yang baik
antara lembaga pengawasan dan transparansi dari manajemen BUMN (Barrett, 2021).

Pengawasan BUMN juga melibatkan partisipasi publik dan media sebagai bentuk
kontrol sosial. Publik dan media dapat memberikan masukan serta mengawasi kinerja BUMN
melalui jalur-jalur yang telah disediakan, seperti akses informasi publik. Mekanisme ini
mendorong akuntabilitas dan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam
mengawal BUMN (Sutedi, 2010).

Dalam pelaksanaannya, pengawasan BUMN tidak luput dari tantangan. Beberapa
tantangan yang sering dihadapi termasuk konflik kepentingan, birokrasi yang rumit, serta
resistensi dari pihak-pihak yang tidak ingin terbuka terhadap pengawasan. Oleh karena itu,
peningkatan kapasitas dan integritas dari para pengawas serta komitmen dari seluruh pihak yang
terlibat menjadi sangat krusial (Warren, 2025).

Penerapan teknologi informasi dalam pengawasan BUMN juga menjadi langkah yang
positif. Dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi digital, proses pengawasan dapat
dilakukan dengan lebih efisien, tepat waktu, dan transparan. Teknologi memungkinkan audit
dan pemantauan dilakukan secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat segera
dideteksi dan ditindaklanjuti (Quinn, 2023).

Pada akhirnya, mekanisme pengawasan yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan
BUMN dalam berkontribusi kepada perekonomian negara, memberikan pelayanan publik yang
optimal, dan menjaga aset negara dengan baik. Pengawasan yang dilakukan secara komprehensif
dan berkelanjutan dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN (Evans,
2024).

Dengan demikian, mekanisme pengawasan terhadap BUMN dalam perspektif hukum
administrasi negara harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai aktor dan
mekanisme yang ada. Sinergi antara lembaga pengawas, penerapan regulasi yang tegas,
partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas
pengawasan dan membawa BUMN menuju tata kelola yang lebih baik.

Kesimpulan

Pengaturan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif
Hukum Administrasi Negara menitikberatkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good
corporate governance). Terutama dalam konteks transparansi, akuntabilitas, dan
profesionalisme yang merupakan fondasi penting untuk menjalankan operasional BUMN agar
mampu bersaing dengan entitas bisnis lainnya. Regulasi yang mengatur BUMN bertujuan agar
perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mencari keuntungan semata, namun juga berorientasi
pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai
landasan konstitusionalnya.

Selain itu, pengawasan terhadap BUMN juga melibatkan berbagai lembaga pemerintah
yang memastikan bahwa operasional setiap BUMN sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Pengawasan ini sering dilakukan oleh kementerian terkait, seperti Kementerian Badan Usaha
Milik Negara, yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kinetja dan memastikan bahwa
kebijakan yang dijalankan sejalan dengan tujuan nasional. Disamping pengawasan eksternal,
sistem pengawasan internal dalam BUMN sendiri juga diharapkan berfungsi secara efektif
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melalui adanya dewan komisaris dan audit internal yang berperan sebagai check and balance
dalam organisasi.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, mekanisme pengaturan dan
pengawasan BUMN diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, serta
tetap menjaga hak-hak publik. Ada upaya terus-menerus untuk menyempurnakan regulasi dan
struktur pengawasan agar adaptif terhadap dinamika ekonomi dan tantangan global. Dengan
kata lain, pengaturan dan pengawasan BUMN tidak hanya bersifat formalitas administratif,
tetapi juga harus memiliki nilai substantif dalam mendukung tata kelola yang baik, akuntabilitas
publik, dan efisiensi bisnis demi kemakmuran masyarakat luas.
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